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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    03    TAHUN 2010 

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL, 

	Menimbang 
	:
	a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dengan melalui pengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat untuk biaya operasional pelayanan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribudi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, hasil penerimaan retribusi dipergunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;



	Mengingat
	: 
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Nomor  10  Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan  Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;


	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan 
	:
	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.


Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) :

Ayat (2) : 

Hasil penerimaan retribusi dipergunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan pada puskesmas yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rincian sebagai berikuit :

a. tarif retribusi pelayanan rawat jalan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) digunakan untuk :

1. biaya pengadaan obat sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);

2. biaya operasional puskesmas sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang meliputi ;

· alat tulis kantor dan rekam medis;

· operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;

· manajemen dan rumah tangga puskesmas;

· operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;

· pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan; dan

· kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung.

3. biaya jasa pelayanan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus upiah) yang meliputi :

· biaya jasa tenaga puskesmas sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);

· biaya pengembangan sebesar 15 % (lima belas per seratus); dan

· biaya jasa pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

b. Tarif retribusi pelayanan rawat inap sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk :

1. biaya akomodasi sebesar Rp. 43.500,- (empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang meliputi :

· biaya kamar;

· biaya makan dan minum;

· biaya laundry; dan

· biaya ATK (rekam medis rawat inap).

2. biaya jasa pelayanan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang meliputi :

· biaya jasa tenaga puskesmas sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);

· biaya pengembangan sebesar 15 % (lima belas per seratus); dan

· biaya jasa pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

c. Tarif retribusi pelayanan tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, kunjungan rumah (home care), pelayanan ambulans dan pelayanan kesehatan lainnya sebesar tarif pelayanan yang btelah ditetapkan yang digunakan untuk :

1. biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar biaya satuan;

2. biaya jasa pelayanan meliputi :

· biaya jasa tenaga puskesmas sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);

· biaya pengembangan sebesar 15 % (lima belas per seratus); dan

· biaya jasa pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) :

Ayat (1) :

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. wajib retribusi melakukan pembayaran sesuai yang ditetapkan diloket pendaftaran; dan

b. bendahara khusus penerima di puskesmas menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) :

Ayat (3)

Ketentuan tata cara dan persyaratan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diatur sebagai berikut :

a. bagi penduduk Kabupaten Bantul diberikan pengurangan retribusi rawat jalan sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga retribusi yang dibayarkan sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku. Sedangkan bagi penduduk luar Kabupaten Bantul membayar tarif retribusi awat jalan sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

b. Pembebasan retribusi diberikan kepada :
1. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak mempunyai jaminan kesehatan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;

2. kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

3. Pamong Desa yang tidak mempunyai jaminan kesehatan di wilayah kerja puskesmas; dan 

4. kelompok penduduk tetentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tarif tindakan medis; dan
d. Biaya sebagai akibat tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal   2 Januari 2010
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor       03    Tahun 2010

Tanggal     2 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

                        GENDUT SUDARTO
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